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ABSTRAK 

Responsivitas merupakan inisiatif dan tanggung jawab dari penyelenggara pelayanan publik dalam 

memahami dan memenuhi kebutuhan dari penerima pelayanan publik. Guna meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, dan menjadikannya dasar dalam program maupun kegiatan pelayanan publik, agar sesuai 

dengan apa yang menjadi harapan, keinginan, kebutuhan, dan tuntutan penerima layanan. Ombudsman 

menerima laporan maladministrasi yang masih tinggi pada tahun 2022 yang artinya pelayanan publik masih 

terdapat banyak masalah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana responsivitas Ombudsman RI 

Perwakilan Kalimantan Selatan dalam menangani laporan maladministrasi. Data penelitian yang digunakan 

adalah data kualitatif, dengan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat responsivitas Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan 

dalam menangani laporan maladministrasi terkait kemampuan merespon, ketepatan melayani, kecermatan 

melayani dan merespon keluhan, sudah responsif. Namun untuk kategori pelayanan dengan cepat dan 

pelayanan dengan tepat waktu masih belum responsif. Adapun Faktor penghambat bagi Ombudsman RI 

Perwakilan Kalimantan Selatan adalah masih minimnya anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana, 

pegawai yang masih terbatas serta jangkauan yang luas menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Selatan. 
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ABSTRACT 

Responsiveness is the initiative and responsibility of public service providers in understanding and meeting 

the needs of recipients of public services. In order to improve the quality of public services, and make it the 

basis of public service programs and activities, so that they are in accordance with the expectations, 

desires, needs and demands of service recipients. The Ombudsman has received high reports of 

maladministration in 2022, which means that public services still have many problems. This study aims to 

see how responsive the Indonesian Ombudsman Representative of South Kalimantan is in handling reports 

of maladministration. The research data used is qualitative data, by generating and processing descriptive 

data. Data collection techniques were carried out by means of in-depth interviews, observation, and 

documentation. The results of this study indicate that the level of responsiveness of the Indonesian 

Ombudsman Representative for South Kalimantan in handling reports of maladministration related to the 

ability to respond, the accuracy of serving, the accuracy of serving and responding to complaints, has been 

responsive. However, for the category of fast service and timely service, it is still not responsive. The 

inhibiting factors for the Indonesian Ombudsman Representative for South Kalimantan are the lack of 

budget to support facilities and infrastructure, limited staff and a wide reach to all regions of South 

Kalimantan. 
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